WALI KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 87
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa pengaturan terhadap Hak Keuangan Dan

Mengingat

Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan telah diatur
dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun
2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan,;

bahwa Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan
penyesuaian pengaturannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk  Peraturan Wali Kota  tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 1T Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat [ Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);




8.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
teritang  Pembentukan 18  (Delapan  Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentanng Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

L2

12\

14.

tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah  Serta Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);




15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 87
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK  TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN.

Pasal |

Ketentuan Pasal 17 ayat (3} Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017
Nomor 87) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

{t)

(2)

Pasal 17

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf e dan ayat (2} huruf e diberikan setiap bulan
kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD yang
pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah Negara dan perlengkapannya.

Rincian besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):
a. Ketua : Rp41.986.750;
b. Wakil Ketua : Rp28.514.000; dan

c. Anggota : Rp19.698.416,67.




Pasal I
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Mei 2019
WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SE?ETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBAQ, Slulil

Pembind
NIP. 19620515 199011 1 001




